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sALINAN ] 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan publik, dan 
daya saing daerah, diperlukan sistem kerja pemerintah 
daerah yang profesional serta berkualitas dengan 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki; 

b. bahwa sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah perlu 
disesuaikan, pasca dilakukannya penyeder hanaan struktur 
organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan 
organisasi yang lebih sederhana, efektif dan efisien; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi 
pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

-IBalai 
Sertifikasi 
Elektronik 

[ SALINAN ] 

re1 
. e 

'4 _r. 4c 

32& 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

SISTEM KERJA PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan publik, dan 
daya saing daerah, diperlukan sistem kerja pemerintah 
daerah yang profesional serta berkualitas dengan 
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki; 

b. bahwa sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah perlu 
disesuaikan, pasca dilakukannya penyederhanaan struktur 
organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan 
organisasi yang lebih sederhana, efektif dan efisien; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi 
Pemcrintah untuk Penyeder hanaan Birokrasi, setiap instansi 
pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tcnggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
680 1); 

-IBalai 
Sertifikasi 
Elektronik 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSrE

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA PERANGKAT 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
3. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten 

Klungkung. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Dacrah. 
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5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

6. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses 
penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan 
efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, 
penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. 

7. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi organisasi. 

8. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan 
pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai 
ASN dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik. 

9. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi 
yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN 
yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan 
kompetensi, kcahlian, dan/atau keterampilan. 

10. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 
antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan 
keluaran yang bernilai tambah scsuai dengan tujuan 
pendirian organisasi. 

11.Jabatan Fungsional yang sclanjutnya disingkat JF adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 
dengan pelayanan fungsional yang berdasar kan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan JF yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang JF yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF 
pada Pemerintah Daerah. 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Perangkat Daerah. 

15. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi 
Perangkat Daerah yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan 
tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, 
atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

16. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi 
pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau 
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu 
Unit Organisasi tertentu. 

17. Pcjabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan 
ketentuan paling rendah pejabat pengawas, kepala Unit 
Organisasi mandiri, atau pejabat lain yang diberi 
pendelegasian kewenangan. 
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18. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela 
Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan 
tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam 
periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, 
keahlian/atau keterampilan. 

19. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Mekanisme Kerja; dan 
b. Proses Bisnis. 

BAB II 
MEKANISME KERJA 

Pasal 3 
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dilaksanakan pada Perangkat Daerah dengan prinsip: 
a. orientasi pada hasil; 
b. kompetensi; 
c. profesionalisme; 
d. kolaboratif; 
e. transparansi; dan 
f. akuntabel. 

Pasal 4 
(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a meliputi: 
a. kedudukan; 
b. Penugasan; 
c. pelaksanaan tugas dan pertanggungiawaban; 
d. pengelolaan kinerja; dan 
e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

(2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan 
alur pelaksanaan tugas pegawai ASN setelah penyederhanaan 
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 5 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan 
tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas. 

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat 
membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 
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(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) ditetapkan oleh 
psudaejabat pembina kcpegawaian sesuai dengan struktur 
organisasi berdasarkan jumlah, jenis dan jenjang 
sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan. 

Bagian Kedua 
Penugasan 

Pasal 6 
(I) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana 

dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja 
dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan 
kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. 

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam 
satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan/atau lintas 
instansi pemerintah. 

(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit 
Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja. 

Pasal 7 

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 
melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela. 

(2) Penunjukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau 
pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau pimpinan 
Unit Organisasi untuk mclaksanakan kincrja tertentu. 

(3) Pengajuan sukarela scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan Penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau 
pela ksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. 

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Pejabat Penilai Kinerja atau pimpinan Unit Organisasi. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Tugas dan Pertanggungjawaban 

Pasal 8 

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi 
pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Organisasi, lintas 
Unit Organisasi, dan lintas instansi pemerintah. 

Pasal 9 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara 
individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung 
kepada pimpinan Unit Organisasi. 
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sebagaimana ditetapkan dalam peta jabatan. 

Bagian Kedua 
Penugasan 

Pasal 6 
(I) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan pelaksana 

dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja 
dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan 
kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. 

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam 
satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan/atau lintas 
instansi pemerintah. 

(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit 
Organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, Pejabat 
Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja. 

Pasal 7 

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 
melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela. 

(2) Penunjukan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau 
pelaksana oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau pimpinan 
Unit Organisasi untuk melaksanakan kincrja tertentu. 

(3) Pengajuan sukarela scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
merupakan Penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau 
pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. 

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Pejabat Penilai Kinerja atau pimpinan Unit Organisasi. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Tugas dan Pertanggungjawaban 

Pasal 8 

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi 
pelaksanaan tugas yang bersifat dalam Unit Organisasi, lintas 
Unit Organisasi, dan lintas instansi pemerintah. 

Pasal 9 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara 
individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung 
kepada pimpinan Unit Organisasi. 
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Pasal 10 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai 
anggota tim mela porkan pelaksanaan tugas kepada ketua 
tim. 

(2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai 
ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada 
pimpinan Unit Organisasi secara berkala. 

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang 
untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota 
tim kerja. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Kinerja 

Pasal 11 
(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik 

yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri 
dari: 
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan 

klarifikasi ekspektasi; 
b. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja yang 

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan 
balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pcgawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; 
dan 

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi 
pemberian penghargaan dan sanksi. 

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan 
pelaksana. 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pasal 12 
(1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi 

pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan 
aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem 
kerja Perangkat Daerah. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
aplikasi umum berbagi pakai. 

(3) Setiap Unit Organisasi memastikan menggunakan aplikasi 
umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam mendukung Sistem Kerja dikoordinasikan 
oleh tim koordinasi SPBE. 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai Mekanisme Kerja Perangkat Daerah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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(1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi 
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aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem 
kerja Perangkat Daerah. 
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BAB III 
PROSES BISNIS 

Pasal 14 

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan untuk 
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 
antar Unit Organisasi. 

(2) Untuk penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, dilakukan perbaikan dan pengembangan 
Proses Bisnis, melalui reviu dan evaluasi dilakukan dengan 
penyesuaian standar operasional prosedur. 

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu 
dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar 
operasional prosedur. 

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan terhadap: 
a. peta subproses; 
b. peta relasi; 
c. peta lintas fungsi; dan/atau 
d. peta level 1 (satu) dan turunannya, 
sesuai dengan metode yang digunakan. 

(5) Tata cara penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tanggal 9 Februari 2023 

BUPATI KLUNGKUNG, 

ttd. 

I NYOMAN SUWIRTA 

Diundangkan di Semarapura 
pada tanggal 9 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

ttd. 

I GEDE PUTU WINASTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 2 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 

I Ketut Muka, SH 
NIP. 19681231 198903 1 054 
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